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Nama : Mulia Rahmi, Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 April
2001. NIM: 2032019053. Judul Skripsi: Persyaratan Kewajiban
Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Perpres No.14 Tahun
2021 Ditinjau Dari Figh Siyasah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan figih siyasah tentang
kewajiban vaksinasi dan kaitannya dengan pelayanan publik dalam
Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021. Dalam kajian ini, peneliti
melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Peraturan
presiden Nomor 14 tahun 2021 Pasal 13 A tentang sanksi administrative
berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa berdasarkan
tinjauan figih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021, masyarakat yang sudah ditetapkan
sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 harus segera memenuhi
kewajiban vaksinnya demi kemaslahatan dharuriyah atau dengan alasan
darurat demi kepentingan masyarakat banyak, yaitu memutus rantai
penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, berdasarkan surat Al
Maidah ayat 3 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 vaksin COVID-19
dibolehkan karena alasan darurat. Salah satu sanksi yang diberikan
kepada sasaran vaksin COVID-19 yang menolak vaksin adalah dengan
penundaan atau penghentian pelayanan administrasi yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Berdasarkan pandangan figih
siyasah dusturiyah dalam ruang lingkup ‘idariyah yang membahas
tentang pelayan administrasi, hal ini sesuai dengan indikator dalam
sistem pelayanan administrasi dalam konsep ‘idariyah, yaitu sederhana
dalam peraturan dan cepat dalam pelayanan. Kedua prinsip tersebut
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperlancar program vaksin
COVID-19. Setiap warga negara yang sudah dinyatakan sebagai wajib
vaksin namun malah menolak vaksin akan dipersulit dalam hal pelayanan
administrasinya. Di sisi lain, mereka juga akan diperlambat atau ditunda
pelayanan administrasinya dikarenakan belum menyelesaikan kewajiban
vaksin.

Kata Kunci : Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021, Pelayanan
Publik dan Figih Siyasah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir 2019 silam ditemukan sebuah virus mematikan yang dikenal
dengan nama virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Virus ini pertama kali terdeteksi
di kota Wuhan, China. Selanjutnya virus ini menyebar ke berbagai negara di seluruh
dunia dan akhirnya di deklarasikan oleh WHO sebagai pandemic yang mengancam
kesehatan global. *Virus ini pada manusia melalui tetesan air yang keluar dari mulut
atau hidung saat bersin(droplet). Virus corona dengan cepat menyebar dan menjadi
masalah serius bagi kesehatan masyarakat dunia.

Tidak hanya mengancam kesehatan virus ini bahkan berdampak pada aspek
sosial lainnya seperti menurunnya stabilitas ekonomi masyarakat secara drastis,
terhambatnya proses belajar mengajar di lingkungan akademik, munculnya
konspirasi politik terkait asal muasal virus covid-19, hingga kendala dalam proses
pelayanan masyarakat. Dalam upaya menekan laju perkembangan penyebaran
virus covid 19 di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan
preventif guna melindungi kesehatan Nasional.

Seketika segala aktivitas di ruang publik dihentikan dan sebagian besar
pekerjaan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) demi mencegah
pertambahan kasus penularan COVID-19 yang semakin meningkat dan tak

terkendali. Kehadiran pandemi menjadi tantangan besar bagi manusia untuk

! Diakses pada laman https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872, Senin 23 Januari

2023


https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872

11

berinovasi dan mampu beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital.
Tranformasi digital dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendukung aktivitas
sosial tetap berjalan efektif selama masa pandemi. Meskipun dalam situasi pandemi
tetapi pemerintah tetap wajib menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi
masyarakat.? Pelayanan yg berkualitas adalah pelayanan yang mudah diakses,
efektif, dan efisien.

Pandemi COVID - 19 sangat berpengaruh terhadap kinerja layanan publik.
Kebijakan WFH (work from home) yang diterapkan demi mengatur aktivitas di
lingkungan kerja selama masa pandemi berjalan lancar membatasi semua orang
melakukan aktivitas di luar ruangan. Sejauh ini pemerintah telah menerbitkan 5
Undang-undang, 2 Peraturan Presiden, dan 2 Peraturan menteri kesehatan terkait
peran pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.> Namun fakta di
lapangan menunjukkan kebijakan tersebut tidak mendapat sambutan baik secara
total di masyarakat.

Menanggapi program vaksinasi COVID-19 masyarakat terbagi ke dalam
dua kelompok yaitu kelompok yang pro dan kontra terhadap vaksin. Bagi kelompok
yang pro terhadap pelaksanaan vaksin yang dicanangkan pemerintah setuju dengan
argumentasi bahwa demi meningkatkan herd immunity (kekebalan kelompok)
vaksinasi memang harus dilaksanakan agar memperbesar peluang bagi masyarakat

terbebas dari pembatasan sosial. Sedangkan kelompok yang kontra menolak vaksin

2 Amelia Tasyah dkk, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era
Pandemi Covid-19, Jurnal IImu Administrasi: Media Pengembangan Illmu dan Praktek
Administrasi, 2 (2021): 212

3 Beti Amalia, Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif
HAM di Indonesia, Jurnal Hukum dan ETtika Kesehatan, 1,2 (2022):169
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dengan argumentasi bahwa vaksin dapat menimbulkan efek samping pasca
vaksinasi, tidak terjamin kehalalan nya, dan juga didukung oleh banyaknya berita
hoax yang beredar bahwa adanya konspirasi dibalik tujuan pelaksanaan vaksinasi
COVID-19.* Data terkait pro dan kontra perdebatan vaksin dapat dilihat dari trend
yang beredar di media sosial, diantara penolakan yang paling masif terjadi di media
sosial Twitter dengan kata kunci tolak vaksin. Menguatnya perdebatan di media
sosial semakin membangun sentimen publik terhadap vaksinasi.

Dalam upaya membentuk herd immunity pemerintah menerbitkan
peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Terhadap Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin dalam rangka
menanggulangi pandemi corona virus deseas 2019 (COVID-19) Peraturan ini
mewajibkan vaksin bagi seluruh warga negara serta menyatakan adanya sanksi
berupa denda dan penghentian pelayanan administrasi pemerintahan bagi
masyarakat yang menolak vaksinasi.® Berlakunya undang-undang tersebut seolah
mengisyaratkan masyarakat bahwa mengikuti vaksinasi adalah kewajiban yang
tidak boleh ditolak. Kebijakan tersebut berimplikasi pada sejumlah layanan publik
yang mensyaratkan menyertakan bukti berupa sertifikat telah divaksin dalam proses
pemberian layanan publik. Bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan bukti
telah divaksinasi maka tidak bisa memperoleh pelayanan publik.

Pada hakikatnya setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah di masa

pandemi bertujuan untuk mengakomodir hak-hak masyarakat selama masa

4 Iradhad Taqwa Sihidi dkk, Vaksin dan Sentimen Publik: Sebuah Analisis, Journal of
Political Issue 3 (2022):14

> R.M. Kafrawi, “Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap
Pelayan Publik, “ Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 2 (September 2022) : 139
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pandemi di bawah lindungan payung hukum. Namun pada kenyataannya kebijakan
tersebut malah menimbulkan kontroversi karena ketidakpuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik di masa pandemi. Sedangkan efektivitas pelayanan
publik sangat bergantung pada kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan
publik.

Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021
bukanlah tanpa pertimbangan apapun. Di sisi lain, sebagai warga negara yang baik
sudah sepatutnya kita patuh terhadap hukum sebagaimana ajaran Islam yang
mengharuskan Kita untuk mematuhi peraturan pemimpin. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam surat An-Nisaa; 59

48 i 3l Gl 3050 13305 0 330015l G0

2lls Al & 3a3 A &) IS5 A 18358 e b e U
M5 Al A Sl AY
Artinya: Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mematuhi Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan)
diantara kamu. Kemudian, kemudian ketika kamu berbeda pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul
(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa’ : 59)

Kewajiban vaksin Covid-19 tidak hanya bagi sasaran vaksin tidak hanya
ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, namun agama Islam menganjurkan
umatnya untuk mencari pengobatan untuk setiap penyakitnya. Hal ini dikarenakan

untuk setiap penyakit yang telah diturunkan, maka Allah juga telah menyediakan

obat sebagai penyembuhnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:
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G sl UHAT G500 &3 3 30 W3S S 511 3308 () 2aa W
e A Al G s hai) () hae () e alea o RS G ke
1Al O30 A &) sl g adle 200 e d) O3 OB OB ¢1a50
al A 13518 ¥ 5155038 2153 10 S Jran 5 2150000 5
Artinya :Sunan Abu Daud 3376: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
‘Ubadah al-wasithi telah menceritakan kepada kami yazid bin Harun
telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin Ayyasy dari Tsalabah bin
Muslim dari Abu Imran al-Anshari dari ummu Ad-Darda dari Abu Ad-
Darda ia berkata: Rasulullah Salallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan
menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan

jangan berobat dengan sesuatu yang haram!”

Berangkat dari realita diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang
pandangan fikih siyasah terhadap persyaratan vaksin dalam pelayanan publik yang
termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deseas Tahun 2019
(COVID-19).

Tulisan ini berjudul “Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan

Publik Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Ditinjau Dari Figh

Siyasah.”

B. Rumusan masalah
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis di
batasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan figih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam
Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 20217
2. Bagaimana tinjauan figih siyasah terkait persyaratan wajib vaksin dalam

pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 20217

C. Tujuan Penelitian
Adapun Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan yang hendak
dicapai, tujuan tersebut yakni:
1. Untuk mengetahui tinjauan figih siyasah tentang kewajiban vaksinasi
dalam Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021
2. Untuk mengetahui tinjauan figih siyasah terkait persyaratan wajib
vaksin dalam pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomor 14

Tahun 2021

D. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan yang ditetapkan oleh peneliti terhadap
objek penelitian. Batasan masalah ini dapat berupa batasan tempat peneltian,metode
penelitian, masalah penelitian, subjek peneltian yang ditekankan pada batasan

tertentu.® Agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif maka perlu untuk

® Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV.Pustaka
ilmu,2020), h.78
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mentepkan batasan masalah peneltian agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak
meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka tulisan ini membatasi ruang lingkup
penelitian kepada tinjauan figih siyasah terhadap kewajiban vaksinasi dalam
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan
Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deseas Tahun 2019
(COVID-19) pasal 13 A terkait pelayanan publik.

Widodo dalam Maulidiah menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan
bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang
sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan
fungsinya sebagai aparatur pemerintahan. Pelayanan publik (public service)
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan birokrasi dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat sesuai tujuan negara yaitu untuk kesejahteraan masyarakat
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.’ Pelayanan publik
umum adalah Lembaga Administrasi negara, instansi pemerintah pusat maupun
daerah yang bertindak sebagai penyedia layanan. Dalam penelitian ini pelayanan

publik yang dimaksud peneliti adalah pelayanan publik di bidang administrasi.

E. Manfaat Penelitian
Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan
akademis sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis

7 Sri Maulidiah dan Lia Dwi Jayanti, Pelayanan Publik Administrasi Terpadu
Kecamatan(PATEN) (Bandung: CV.Indra Prahasta, 2014), h. 32
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Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi
khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah
dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa
serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan
ketatanegaraan Islam. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat
menjadi kontribusi bagi pandangan masyarakat tentang dasar hukum
vaksinasi baik secara Undang-Undang negara maupun berdasarkan hukum
figih siyasah. Penulis juga berharap kepada masyarakat untuk lebih
memahami segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
khususnya dalam penetapan sanksi penundaan dan penghentian pelayanan
publik bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban vaksinasi Covid-
19.

. Bagi Keperluan Praktis

Penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek
hukum dan politik di lingkungan masyarakat. Penulis berharap hasil
penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti yang akan
mengkaji topik serupa nantinya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini
dapat mengubah pandangan masyarakat tentang kewajiban dan sanksi
akibat penolakan vaksinasi Covid-19, sehingga masyarakat yang sudah
ditetapkan sebagai sasaran vaksin mau melaksanakan kewajibannya tanpa

ada paksaan apapun.

Penelitian Terdahulu
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Fatma dalam jurnalnya yang bertajuk "Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi
COVID-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyyah” Peneliti melakukan kajian
tentang fenomena penolakan masyarakat terhadap Peraturan wajib vaksinasi yang
telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan
Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deseas Tahun 2019
(COVID-19). Penelitian dilakukan dengan mengkaji pasal-pasal yang terdapat
dalam Peraturan tersebut menurut perspektif hukum positif dan perundang-
undangan Islam (siyasah Dusturiyyah).® Hasil penelitian menemukan bahwa
Peraturan presiden terkait kewajiban vaksinasi bagi seluruh masyarakat belum
sesuai dengan Kkriteria perundang-undangan yang baik menurut siyasah
Dusturiyyah. COVID-19 Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Di
Indonesia.”® Kajian ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam PERMEN
Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberian vaksin untuk memutus rantai penyebaran
virus corona deseas (COVID-19). Penelitian dilakukan dengan menganalisa
kebijakan wajib vaksin dari berbagai perspektif. Baik dari sudut pandang hukum
maupun agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak dasar
setiap warga Negara yang dalam hal ini pemerintah dianggap telah memenuhi hak-

hak kesehatan masyarakat Indonesia melalui regulasi wajib vaksin.

8Fatma Suci Rahmadini,Khairina,Zainuddin dkk, Kontroversi Aturan Wajib Vaksin
COVID-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif
dan Fikih Siyasah Dusturiyyah, Jurnal Integrasi limu Syariah 3,3 (September-Desember 2022):445-
457

°Conita Aulia Wijayanti, “Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Di
Indonesia.” Jurnal Jurisdistic, 03.2 (2022):203
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Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Conita Aulia Wijayanti dalam
Jurnalnya”Kebijakan Hukum Perlindungan Masyarakat Terhadap Vaksinasi
Penolakan masyarakat terhadap vaksinasi telah dikemukakan oleh banyak peneliti
salah satunya dalam tulisan karya Yeanneke yang berjudul "Persepsi Masyarakat
Terhadap Vaksinasi Covid-19 Studi Kualitatif Di Indonesia. "Tulisan ini membahas
tentang pandangan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang dibagi dalam dua
persepsi yakni perspektif negatif dan perspektif positif.1° Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi masih
berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena pandangan negatif
berpengaruh lebih besar di masyarakat dibanding pandangan yang mendukung
vaksinasi.

Sejumlah peneliti juga mengkritisi pemerintah dari berbagai pandangan
keilmuan terkait kewajiban dan hak warga negara untuk melaksanakan vaksinasi
dalam penanggulangan covid-19. Dalam tulisannya Eka mencoba
menginterpretasikan fenomena Covid-19 Dalam Perspektif Teologis, Figh Dan
Sains. Kajian ini menunjukkan bahwa covid-19 menjadi masalah yang berdampak
besar bagi masyarakat sehingga pemerintah yang memiliki otoritas wajib
melindungi rakyatnya dari dampak apapun yang timbul disebabkan oleh pandemi.**
Selain itu tulisan ini mengangkat point penting lainnya bahwa pandemi
menimbulkan ragam interpretasi dalam kehidupan sosial. Ragam interpretasi

muncul terkait dengan doktrin pertahanan diri (survival) dari pandemi berbeda-

19 Yeanneke Liesbeth Tinungki, Persepsi Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19: Studi
Kualitatif di Indonesia, Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia 17,1 (2022) : 67

11 Eka Mahargiani, Covid-19 Dalam Pespektif Teologi, Figh dan Sains, Jurnal Studi Al-
Qur’an dan Hukum, V11,1 (2021) : 12
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beda. Pertama, interpretasi teologis mengantarkan pada ketidaktakutan pada
pandemi sehingga masih melakukan aktivitas keagamaan seperti sebelumnya.
Kedua, interpretasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Logika figih lebih
menekankan pentingnya mempertahankan diri untuk mencpai kesejahteraan
jasmani dalam melindungi jiwa tanpa menghilangkan nilai-nilai keimanan.
Interpretasi keagamaan yang rasional progesif inilah yang tepat menjadi solusi
bangsa Indonesia dalam memutus mata rantasi pandemi covid-19.

Terkait dengan hal diatas penelitian lain yang serupa juga dilakukan oleh
Beti Amelia, peneltian ini berkenaan dengan Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam
Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia. Penelitian ini
menjelaskan bahwa masyarakat yang menolak beranggapan bahwa kewajiban
vaksinasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Menurut mereka, pilihan
vaksinasi merupakan hak setiap individu untuk menjalankannya. Namun hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban vaksinasi bagi masyarakat tidak
melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat
(1) UUD 1945 yang mengatur pembatasan Hak Asasi Manusia. Kewajiban
vaksinasi justru sebuah cara untuk menjaga Hak Asasi Manusia orang lain yakni
hak untuk hidup. Kehadiran Negara dalam menjamin hak untuk hidup ini
dimplementasikan dalam pelaksanaan kewajiban vaksinasi. Ketiadaan kewajiban
vaksinasi justru merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena
mengesampingkan hak hidup masyarakat.

Keharusan masyarakat untuk melakukan vaksinasi menjadi fenomena yang

banyak diperdebatkan di kalangan peneliti. Meski mendapat penolakan oleh
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sebagian masyarakat namun vaksinasi tetap tidak dapat dihindari karena pemerintah
telah menetapkan peraturan kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat yang terdata
sebagai sasaran wajib vaksin, seperti yang telah di jelaskan dalam Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Wabah Corona Virus Deseas Tahun
2019(COVID-19). Pemberlakuan peraturan wajib vaksin mengisyaratkan kepada
masyarakat bahwa vaksinasi bukanlah pilihan tetapi kewajiban yang harus dipatuhi
oleh setiap warga negara Indonesia.

Vaksinasi ditunjukkan melalui persyaratan wajib vaksinasi dalam
pelayanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Rachman Maulana Kafrawi
dalam jurnalnya berjudul"Implikasi Sertifikat Vaksin Corona Virus Deseas
(COVID-19) Terhadap Pelayanan Publik. "Penelitian ini mengkaji tentang
persyaratan sertifikat vaksin bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan,
industri, transportasi penerbangan dan lainnya wajib dapat menunjukkan bukti telah
divaksinasi.*? Dari fenomena tersebut penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa
persyaratan vaksinasi dalam proses pelayanan publik dianggap sebagai langkah
tepat yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-
19 yang semakin meluas. Sehingga peraturan menunjukkan bukti vaksinasi dalam
pelayanan publik memang semestinya diberlakukan. Dari berbagai kajian

sebelumnya peneliti menemukan titik pembeda antara penelitian ini dan penelitian

12 R M. Kafrawi, “Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap
Pelayan Publik, “ Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 2 (September 2022) : 449
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sebelumnya, pada penelitian sebelumnya para peneliti hanya memfokuskan
masalah kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi demi memperoleh layanan publik
yang dikaji menurut perspektif hukum positif saja. Namun pada penelitian ini
peneliti memfokuskan masalah pemberlakuan wajib vaksin dalam ruang lingkup
yang lebih spesifik yaitu pemberlakuan bukti vaksinasi dalam pelayanan

administrasi publik dikaji menurut perspektif figh siyasah.

G. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang
digunakan dalam tulisan ini demi menghindari ambiguitas dan keberagaman
pemahaman pembaca dalam memahami tulisan ini maka peneliti akan menjelaskan
beberapa istilah sebagai berikut:

1. Vaksinasi

Vaksinasi menurut KBBI adalah istilah yang berarti penanaman bibit
penyakit yang sudah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk
mencegah penularan penyakit.'® Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun
2021 Pasal 1 menjelaskan bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin yang diberikan
untuk menimbulkan kekebalan tubuh pada seseorang terhadap penyakit sehingga
apabila suatu saat terpapar penyakit orang tersebut tidak akan menjadi sumber

penularan dan tidak akan mengalami reaksi sakit yang parah.*

13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), 2018.
14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1
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Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa vaksinasi merupakan
kegiatan penyaluran vaksin kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh
pemerintah menurut ketentuan hukum yang telah diberlakukan, tindakan ini
dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah meluasnya penyebaran virus
penyakit menular. Vaksin adalah zat aktif yang di masukkan ke dalam tubuh
melalui suntikan vaksin agar meningkatkan kekebalan tubuh pada orang yang
divaksinasi sehingga mencegah orang tersebut tertular penyakit ataupun berpotensi
menularkannya kepada orang lain.

2. Pelayanan Publik

Monier (dalam Lailul) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok sebagai penyedia layanan
dalam rangka memenuhi hak orang lain yang dilaksanakan berdasarkan standar
tertentu. Tingkat keberhasilan pelayanan tergantung pada tingkat kepuasan
pengguna layanan.® Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 menjelaskan bahwa
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.*®

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik

merupakan serangkaian kegiatan dalam memenuhi kepentingan orang lain yang

15 Lailul Mursyidah, Managemen Pelayanan Publik (UMSIDE Press, 2020), h.34
16 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik”



24

wajib diberikan oleh penyedia layanan baik instansi pemerintah maupun non
pemerintah. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan barang, pelayanan jasa dan

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

3. Peraturan Pemerintah
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah
tatanan yakni petunjuk, kaidah atau ketentuan tertentu.!’” Sedangkan pemerintah
merupakan suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan serta
mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara dan bagian-
bagiannya.'® Sementara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Pasal 1 mendefinisikan peraturan pemerintah sebagai peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.*®
Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah
adalah seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang didalamnya
mengatur tentang segala aspek kehidupan sosial yang dibuat dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah berisi muatan materi untuk
menjalankan undang-undang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan dan disahkan oleh presiden.

17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), (2018),h. 99
18 |bid,1057
19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1
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H. Metodelogi Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang mengkaji tentang keabsahan
empiris terkait suatu fenomena, pemikiran tokoh keilmuan bahkan kebiasaan sosial
yang terjadi di masyarakat yang dideskripsikan dengan berasaskan pada prinsip-
prinsip pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Menurut
Muhaimin Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan
konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-
tahapan yang jelas.?’ Menurut Syafrida metode penelitian merupakan rangkaian
proses untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam kegiatan penelitian yang
dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ilmiah berkenaan dengan kasus yang sedang
diteliti sehingga membentuk premis atau praduga sementara yang bertujuan untuk
membuktikan kebenaran fenomena yang sedang diteliti.?

Sedangkan Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai langkah
ilmiah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang
benar, bermanfaat dan dapat dibuktikan melalui analisa pengetahuan secara
ilmiah.?? Hasil penelitian adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah yang
dapat berupa pengetahuan maupun metode baru yang berguna untuk pemecahan

masalah terkait fenomena yang diteliti sebagai acuan studi pada masa depan.

20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: university Press 2020),h.17

21 Syafrida Hanif, Metodelogi Penelitian, Penerbit KBM Indonesia Yogyakarta 2021, h. 1

22 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta
2016), h. 22
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Untuk menemukan jawaban yang paling akurat dari rumusan masalah pada
penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan
(library research) yang merupakan salah satu metode dari jenis penelitian kualitatif.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam
menganalisa fenomena yang menjadi fokus pada rumusan masalah. Yuridis
normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan
sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang kemudian menjadi acuan
perilaku masyarakat.?® Penelitian normatif adalah metode dimana peneliti
melakukan analisa terhadap suatu aturan perundang-undangan yang dideskripsikan
secara imiah untuk kemudian memperoleh pemahaman yang benar. Penelitian
hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal, penelitian ini

digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka.

l. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data
lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara
mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Menurut Disemadi, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian

normatif dilakukan dengan mengumpulkan studi pustaka terhadap bahan-bahan

23 Muhaimin, Metode penelitian hukum, (Mataram: university Press 2020),h.30
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hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara
membaca, melihat, mendengarkan, maupun penulusuran bahan hukum melalui
buku, internet ataupun website. Dalam penelitian hukum normatif, ada tiga metode

pengumpulan data, yaitu:

1. Studi pustaka
Penulusuran informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari
berbagai sumber yang dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam
penelitian hukum normatif.

2. Studi dokumen

Pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang dipublikasikan secara
umum, namun tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

3. Studi arsip

Penulusuran informasi mengenai peristiwa hukum yang telah terjadi
dimasa lampau yang mengandung nilai historis, disimpan dan dipelihara
di tempat khusus sebagai referensi.?

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum
dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokomen-dokumen resmi,
jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan

erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari

%Hari Sutra Disemadi. Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskripsi tentang Metodologi
Penelitian Hukum. Journal of Judical Review. Vol. 24 Nomor 2 Desember 2022. h. 297
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bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum
penunjang di dalam penelitian ini.
J. Sumber Data
Muhaimin membagi bahan penelitian hukum menjadi 3 jenis berdasarkan
sumbernya sebagai berikut; %
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan
berupa:
- Bahan hukum sekunder Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021
dalam Pasal 13 A Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
- Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan
Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
hukum primer seperti kepustakaan-kepustakaan lain yang terkait dengan
dinamika perundang-undangan yang seseuai dengan objek penelitian seperti:
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: university Press 2020). h. 75
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- Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum ini
berperan sebagai sumber hukum tambahan yang memberikan informasi untuk
menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang menjadi bahan
hukum tersier dalam penelitian ini adalah Karya para ulama Figh Siyasah hasil
karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum., jurnal,
skripsi serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai

acuan dalam masalah yang diteliti.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian
yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di
setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai
skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai
berikut :
BAB | Pada bagian ini, peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah

penelitian, fenomena yang terjadi di lapangan, tujuan penelitian, manfaat
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penelitian, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis
penelitian, sumbar data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data,
pedoman penulisan dan sistematika penulisan.

BAB Il pada bagian ini peneliti membahas tentang sejumlah teori yang akan
dijadikan sebagai landasan penelitian yang dikemukakan, diantaranya:
Kajian tentang pelayanan publik di masa pandemi, persyaratan vaksinasi
dalam pelayanan publik, dan tinjauan figih siyasah tentang kewajiban
vaksinasi.

BAB Il Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang temuan yang didapati di
lapangan serta informasi yang telah dianalisis yang dimpulkan untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV Bagian ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan

terhadap seluruh pemaparan dan diakhiri dengan saran-saran



69

pemerintah kepada unsur masyarakat sebagai unsur penerima pelayanan publik. Oleh
karena itu, berdasarkan ukuran baku Standar Pelayan Minimal (SPM) maka proses
penyelenggaraan pelayanan publik oleh unsur institusi birokrasi pemerintah harus
bercirikan kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan tepat waktu, akurasi, bertanggung
jawab, kelengkapan saran dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan,

kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta keamanan dan kenyamanan.®

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pustaka (Library Research)
untuk mengkaji Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A. Ditinjau Dari Figh Siyasah.

8Sri  Maulidah, Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).(Bandung : CV. Indra Prahasti, 2014), h. 45.



70

Berdasarkan hasil kajian tersebut, penulis telah menemukan kesimpulan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan tinjauan figih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, masyarakat yang sudah ditetapkan
sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 harus segera memenuhi kewajiban
vaksinnya demi kemaslahatan dharuriyah atau dengan alasan darurat demi
kepentingan masyarakat banyak, yaitu memutus rantai penyebaran virus
COVID-19. Oleh karena itu, berdasarkan surat Al Maidah ayat 3 dan Fatwa
MUI Nomor 14 Tahun 2021 dibolehkan karena alasan darurat.

2. Tinjauan figh siyasah terkait persyaratan wajib vaksin dalam pelayanan publik
dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 dalam penelitian ini, peneliti
mengkaji bahwa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-
19 terkait persyaratan menunjukkan bukti telah divaksinasi dalam mengakses
layanan publik telah berhasil memutus rantai penyebaran virus COVID-19 serta
menanggulangi segala dampak yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan
oleh penyebaran virus COVID-19. Keberhasilan ini dalam tinjauan figh siyasah
dapat dilihat pada dua indikator pelayanan administrasi Islam atau yang dikenal
dengan figh idariyah (administrasi). Adapun dua indikator yang terdapat dalam
sistem pelayanan administrasi dalam konsep ‘idariyah, yaitu sederhana dalam
peraturan dan cepat dalam pelayanan. Kedua prinsip tersebut dimanfaatkan oleh
pemerintah untuk memperlancar program vaksin COVID-19. Sehingga

pemerataan vaksinasi dapat didistribusikan lebih cepat dan merata di setiap
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wilayah, dadi n dengan adanya regulasi terkait peraturan wajib vaksin maka
lebih penanggulangan wabah COVID-19 menjadi lebih sederhana dikarenakan
semua informasi dalam masa pandemi dapat diakses lebih mudah dan
berkekuatan hukum sehingga masyarakat tidak akan mudah percaya pada berita
yang tidak jelas terkait situasi pandemi, di lain sisi kebijakan pemerintah dalam
hal ini dilakukan demi menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia dari
terdampak virus COVID-19 yang berbahaya, dengan adanya Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021 lebih memudahkan pemerintah dalam
mengakomodir semua kebutuhan masyarakat dalam layanan publik selama
pandemi di bawah payung hukum secara lebih efektif dan efisien.
B. Saran
Demi menyukseskan program vaksin COVID-19 yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Penulis berharap kepada seluruh masyarakat yang sudah terdata sebagai
sasaran vaksin untuk segera menyelesaikan program vaksinnya untuk
menghentikan penyebaran wabah virus COVID-19.
2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan sanksi yang
diberikan kepada masyarakat terkait Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal
13 A.  Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang
membutuhkanpelayanan administrasi dalam waktu cepat dan menyebabkan

masalah yang lebih rumit.
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. Penulis berharap kepada pemerintah untuk turut menggunakan kajian figih
siyasah dalam menetapkan peraturan di Indonesia.
. Penulis juga berharap adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat

dam menyelesaikan kasus wabah COVID-19.



